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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan 

dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui” 

–  QS. Yusuf : 86 

 

“The object of education is to prepare the young to educate 

themselves throughout their lives.” 

–  Robert Maynard Hutchins 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan  serta gaya hidup yang semakin tinggi dan metode untuk 

menjalin silaturrahmi semakin beragam, tak pelak masyarakat dengan ekonomi 

rendah hingga keatas bisa saja mengikuti arisan dengan tujuan dan keperluan 

masing-masing. Penyelenggaraan arisan dapat dilakukan di mana saja, tidak 

melihat tempat bahkan waktu termasuk penyelenggaraan arisan online saat ini 

dapat menggunakan media sosial. Adapun sistem arisan ini, ialah menggunakan 

sistem perputaran  uang anggota yakni dari anggota untuk anggota selama periode 

tertentu.
1
 

Pengertian arisan belum diatur oleh hukum, tapi dapat diartikan sebagai 

tindakan sekelompok orang untuk mengumpulkan, mengundi dan menentukan 

siapa yang berhak menerima uang tersebut serta hal ini dilakukan terus-menerus 

dan berkala hingga seluruh anggota mendapatkan hak atau menerima uang 

tersebut.
2
 

Arisan termasuk ke dalam sebuah perjanjian yang dapat menimbulkan 

akibat hukum  karena mengikatkan satu orang dengan orang lainnya hal ini 

                                                 
1
 Masithah, Siti, “Tujuan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di 

Instagram”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 16-17. 
2
 Waridah, Ernawati, S.S dan Suzana, S.S, Kamus Bahasa Indonesia, Ruang Kata Imprit 

Kawan Pustaka: Bandung, 2014, hlm. 48. 



      

 

 

 

sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata. Menurut Subekti, perikatan merupakan 

hubungan hukum yang terjadi kepada beberapa pihak yang memiliki ketentuan 

untuk melaksanakan hak ataupun kewajiban dari masing-masing pihak yang 

terikat. 

Internet sudah mendominasi kehidupan salah satunya sebagai wadah 

silaturrahmi secara virtual atau komunikasi bahkan bertukar informasi oleh 

masyarakat di mancanegara.
3
  Komunikasi yang dilakukan masyarakatpun 

beragam bahkan bisa menjadi penunjang perekonomian dan menjadi tempat untuk 

melakukan perjanjian. Media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan 

lainnya memerlukan aturan atau batasan agar tidak terjadi perbuatan yang 

melanggar hukum.
4
 Khususnya tindakan yang berurusan dengan hak dan 

kewajiban seseorang, seperti arisan online yang semakin marak dan memiliki ciri 

khas yaitu tindakan atau kegiatannya dilakukan di dalam jaringan dan memiliki 

perjanjian yang mengikat antar pengurus dan anggota arisan. 

Pengurus dan anggota arisan online menggunakan metode transaksi 

elektronik untuk uangnya melalui m-banking atau Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) dan lainnya, adapun konfirmasi tiap pembayaran, pengundian dan 

penerimaan uang atau barang tersebut dilakukan menggunakan sarana media 

sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik merupakan tindakan 

                                                 
3
 S, Salman Yoga, “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan 

Teknologi Komunikasi”, Jurnal Al-Bayan, Vol. 24. No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 30. 
4
 Mahayoni, “Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang  Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”,  Jurnal 

Problematika Hukum, Universitas Presiden, Vol.3 No 1, 2019, hlm.16. 



      

 

 

 

hukum dengan sarana komputer, jaringan komputer, media sosial dan media 

elektronik. Alat bukti yang bisa digunakan jika terjadi pelanggaran yakni rekening 

koran dan bukti chat antar pihak yang memiliki keterikatan (Pasal 5 Undang-

Undang ITE).  Dalam perspektif hukum perdata, jika ditemukan pelanggaran tidak 

harus melihat tujuan serta maksud dari pelaku, kebenaran dicari hanya melalui 

alat-alat bukti yang ada. Dalam hukum perdata juga diatur bahwa pihak yang 

menjadi korban dan dirugikan berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pihak 

yang bersalah sesuai dengan putusan hakim di pengadilan.
5
 

Perjanjian tidak tertulis sering digunakan oleh pengurus dan anggota arisan 

online. Mereka hanya  membuat perjanjian atas dasar rasa percaya pada tiap 

anggota yang mengikuti arisan tersebut. Asas kebebasan berkontrak, asas pacta 

sunt servanda, asas konsensualisme dan asas itikad baik mengatur tentang 

perjanjian tidak tertulis. Artinya arisan online tidak dilarang secara hukum asalkan 

tetap berada pada asas yang mengatur tentang perjanjian tersebut dan menyepakati 

serta melaksanakan perjanjian yang mengikat baik dari pengurus atau anggota 

arisan. Risiko terburuk dari arisan online yakni ada anggota bahkan pengurus 

yang melarikan diri atau membawa kabur hak anggota lain.
6
 

Salah satu kasus terkait perjanjian lisan dalam arisan online, terjadi di tahun 

2017 dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Kasus terjadi antara Ahhiny, 

S.Hut. (selaku Penggugat) dan Lucia Setianae Subli (selaku Tergugat I), Suciarni 

(selaku Tergugat II), Jayanti Harta Leloni (selaku Tergugat III), Titis Eka Wati 

                                                 
5
 R. Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2014, hlm. 28. 

6
 Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, Uton Utomo, “Tinjauan Keabsahan Arisan Online 

oleh Sekelompok Mahasiswa dengan Perjanjian”, PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 08 No. 01, 2019,  

hlm. 23. 



      

 

 

 

(selaku Tergugat IV), Novriani (selaku Tergugat V), Yen Nie (selaku Tergugat 

VI), Kacalinde (selaku Tergugat VII), Mensy Fredelia Mihing (selaku Tergugat 

VIII), Dewi Lastara (selaku Tergugat IX) serta Dwi Yaniarti (selaku Tergugat X). 

Arisan yang dilakukan di aplikasi facebook messenger oleh penggugat dan 

tergugat, mereka melakukan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan dengan 

landasan kepercayaan.  Arisan tersebut berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi 

di pertengahan perjalanan para Tergugat yang telah memperoleh gilirannya untuk 

menerima uang, tidak lagi membayarkan arisan tersebut. Sehingga Penggugat 

terpaksa menutupi iuran tersebut agar arisan tetap bisa berjalan,  hingga uang 

Penggugat untuk menutupi iuran dari Tergugat habis bahkan kehabisan modal dan 

Penggugat menjadi sasaran kemarahan dari anggota arisan lainnya yang terhambat 

dalam proses penerimaan uang arisan. Adapun Penggugat sudah melakukan 

musyawarah secara kekeluargaan kepada para Tergugat, namun mereka tidak 

memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada Sabtu, 01 Juli 

2017, Penggugat mengirimkan somasi kepada para Tergugat untuk membayarkan 

atau mengembalikan dana milik Penggugat sebesar- Rp.389.000.000,- (tiga ratus 

delapan puluh sembilan juta rupiah) namun tidak mendapatkan respon apapun dari 

Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri 

Palangka Raya. Adapun Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK berisikan 

bahwa hakim menyatakan para Tergugat bersalah dan gugatan dari Penggugat 

diterima serta dikabulkan.
7
 

                                                 
7
 Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK 



      

 

 

 

Perjanjian lisan mempunyai hubungan hukum yang amat kompleks dan sulit 

untuk diproses pembuktiannya, khususnya terkait dengan arisan online yang 

marak terjadi. Hal ini menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian 

berjudul “KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN 

ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM APABILA TERJADI 

WANPRESTASI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian lisan pada arisan online dalam 

perspektif Hukum Perdata? 

2. Bagaimana penyelesaian hukum perjanjian lisan dalam arisan online apabila 

terjadi wanprestasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang 

telah dibuat, adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan pada 

arisan online dalam perspektif Hukum Perdata. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum perjanjian lisan 

dalam arisan online apabila terjadi wanprestasi 

 



      

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah informasi dan pengetahuan terkait perjanjian secara lisan yang 

dilakukan secara dalam jaringan. 

b. Mengetahui teknologi yang semakin canggih, maka hukum Indonesia 

khususnya pada hukum perjanjian harus beriringan dan berkembang 

bersama masyarakat agar seimbang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Akademisi  

Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi serta literasi terkait perjanjian 

lisan khususnya pada arisan online. 

b. Praktisi 

Dapat memberikan informasi terkait kekuatan hukum yang dimiliki oleh 

perjanjian lisan untuk menyelesaikan suatu perkara seperti arisan online. 

c. Pemerintah 

Dapat menjadi rujukan dan pertimbangan ulang bagi pemerintah untuk 

membuat aturan pasti dan dukungan melihat pembuktian pada 

wanprestasi saat perjanjiannya dilakukan secara online baik dalam 

jaringan atau luar jaringan sangat sulit dibuktikan. 

d. Para Pelaku Kegiatan 

Dapat mengingatkan bagi pelaku kegiatan perjanjian lisan khususnya 

dalam jaringan untuk lebih berhati-hati dan waspada. 



      

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah berfokus pada pengkajian mengenai hal 

yang berkaitan  kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan online dan 

penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi. 

 

F. Kerangka Teori   

1. Teori Perjanjian Berbasis Sistem Elektronik 

Pengertian dari verbintenis dan overeenkomst beranekaragam menurut pakar 

ahli hukum.
8
 Terjemahan dari  verbintenis yaitu perikatan, perutangan dan 

perjanjian, sedangkan overeenkomst yaitu perjanjian dan persetujuan.
9
 Perjanjian 

merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya 

terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), dalam rumusan Pasal ini 

menurut R. Setiawan
10

 tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak 

saja serta sangat luas sebab makna dari “perbuatan” mencakup perbuatan 

melawan hukum dan perwakilan sukarela. Menurut para ahli, perjanjian atau 

kontrak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hubungan satu orang 

atau lebih yang terikat dan saling mengikatkan dirinya kepada antar pihak 

dan/atau orang. 

Pada Pasal 1313 KUHPerdata, Purwahid Patrik menyatakan beberapa 

kelemahan terhadap definisi tersebut, sebagai berikut:
11

 

                                                 
8
 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin: Bandung, 1999, hlm 1. 

9
 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia : Yogyakarta, 2009, hlm 

41. 
10

 R. Setiawan Op. cit., hlm. 49. 
11

 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju: Bandung, 1994, hlm. 45-

46. 



      

 

 

 

a. Perjanjian hanya menyangkut 1 (satu) pihak saja, sebab dalam Pasal 1313 

KUHPerdata menggunakan kata “mengikat” artinya hanya satu pihak 

yang terikat kepada orang lain, yang seharusnya menggunakan kalimat 

“saling menguatkan diri” yang berarti para pihak saling mengikatkan diri. 

b. “Perbuatan” memiliki arti yang sangat luas dan merupakan tindakan 

tanpa hadirnya consensus/kesepakatan termasuk zaakwaarneming 

(perbuatan mengurus kepentingan orang lain) dan onrechtmatigedaad 

(perbuatan melanggar hukum).  

c. Pada dasarnya Pasal 1313 KUHPerdata memiliki ruang lingkup di hukum 

harta kekayaan (vermogensrecht). 

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) mengatur 

perihal isi perjanjian yang harus memiliki syarat sah sesuai dengan aturan Pasal 

1320 KUHPerdata tetapi para pihak tetap diberikan kewenangan dalam 

pembuatan perjanjian yang bebas.
12

 Pengaturan syarat sahnya suatu kontrak atau 

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut: 

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van 

degenen die zich verbinden); 

b. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan (de bekwaamheid om 

eene verbintenis aan te gaan); 

c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp); 

d. Suatu sebab yang halal dan diperbolehkan (eene geoorloofde oorzaak).
13

 

                                                 
12
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 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



      

 

 

 

Jika tidak terpenuhinya syarat kontrak tersebut, maka perjanjian dapat 

diganggu gugat keberadaannya (batal/nietig atau dapat dibatalkan/vernietigbaar), 

adapun syarat sahnya perjanjian ini memiliki sifat kumulatif. 

Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik mengatur tentang kontrak elektronik yang dapat 

didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dilakukan menggunakan sarana 

atau sistem elektronik. Sarana elektronik atau sistem elektronik ini adalah 

perangkat dan prosedur elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah, 

mengirimkan, menganalisis, mempersiapkan, menampilkan, menyimpan, 

mengumumkan bahkan melakukan penyebaran informasi secara elektronik.
14

 

Artinya perjanjian yang dibuat di dalam jaringan atau secara elektronik 

informasinya dapat didengar atau diakses melalui komputer, handphone atau 

sistem elektronik lainnya.
15

 

 

2. Teori Wanprestasi 

Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi merupakan bentuk kelalaian, 

kealpaan, tidak ditepatinya suatu kewajiban atau cidera janji.
16

 Wanprestasi 

artinya ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya (membayar) dan 

menyebabkan pihak lain yang seharusnya menerima hak menjadi tertunda bahkan 
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tidak memperoleh haknya serta adanya  tindakan keadaan memaksa 

(overmacht).
17

 

Menurut Munir Fuady wanprestasi (default, breach of contract, non 

fulfilment atau cidera janji) adalah perbuatan tidak melaksanakannya suatu janji 

atau prestasi atau kewajiban yang seharusnya ia laksanakan dan menyebabkan 

pihak lain di dalam perjanjian tersebut merasakan dirugikan karena pihak yang 

melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.
18

 

Wanprestasi dapat dicirikan apabila seorang debitur atau pihak yang 

memiliki kewajiban tidak melaksanakan prestasinya, berikut rinciannya:
19

 

1) Prestasi tidak dilaksanakan  sama sekali; 

2) Prestasi dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; 

3) Prestasi dilaksanakan  tetapi tidak dengan waktu yang tepat; 

4) Perbuatan yang dilarang di dalam kontrak dilakukan oleh salah satu 

pihak atau  kedua pihak. 

Sangat sulit untuk menentukan ketepatan terjadinya wanprestasi pada 

kontrak sebab para pihak dalam perjanjian  kerap kali tidak menentukan secara 

tegas dan jelas waktu dari pelaksanaan prestasi tersebut. Sulit juga menentukan 

prestasi yang mengalami pelaksanaan tetapi tidak sebagaimana mestinya jika para 

pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan 
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dalam kontrak yang dibuat.
20

 Wanprestasi akan lebih mudah untuk dibuktikan dan 

ditentukan jika para pihak atau salah satu pihak melakukan perbuatan yang 

dilarang dalam perjanjian tersebut dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan apa yang telah disepakati dan dijanjikan oleh para pihak.  

 

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Teori ini melakukan penganalisisan dan pengkajian terkait sengketa dan 

faktor terjadinya sengketa serta pencarian solusi juga strategi agar sengketa 

tersebut berakhir. 

Mernurut Richard L. Abel, sengketa (dispute) adalah pernyataan publik 

mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang 

bernilai.
21

 Menurut John Burton, dalam settlement of dispute atau penyelesaian 

sengketa terkandung hukum dan wewenang di dalamnya dan para pihak yang 

terkait pada sengketa tersebut dapat melakukan mediasi dan negosiasi dengan 

pendekatan tradisional pada pengaturannya. Pendekatan ini bisa dilakukan jika 

para pihak yang bersengketa menyetujui dan memiliki kesepakatan atas negosiasi 

tersebut serta mempunyai hal atau bahan yang bisa ditawarkan sebagai 

petimbangan mediasi.
22
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Menurut C.W. Moore, model metode mediasi yakni penyelesaian sengketa 

dengan wujud intervensi pada pihak berperkara oleh pihak ketiga (yang bersifat 

netral) untuk mencari solusi agar sengketa dapat diselesaikan.
23

  

Adanya teori tentang strategi penyelesaian sengketa dan/atau konflik milik 

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah : (1) bertanding (contending), (2) 

mengalah (yielding), (3) pemecahan masalah (problem solving), (4) menarik diri 

(withdrawing) dan (5) diam (inaction). 

Merurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr.,  ada 7 (tujuh) cara untuk 

menyelesaikan sengketa d idalam kehidupan masyarakat yakni:
24

 (a) paksaan 

(coercion), (b) membiarkan saja (Lumping it), (c) mengelak (Avoidance), (d) 

perundingan (Negotiation), (e) mediasi (Mediation), (f) arbitrase (Arbitration), (g) 

peradilan (Adjudication) 

 

4. Teori Perlindungan Hukum 

Teori ini merupakan bentuk pemberian perlindungan pada subjek hukum 

dan objek yang akan memperoleh perlindungan karena subjeknya yang tentunya 

melewati penganalisisan terhadap tujuan untuk diberikan perlindungan.
25

 

Perlindungan hukum yakni semua tindakan yang bertujuan memberikan rasa 

aman, nyaman dan memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum.
26
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Maka, hukum memiliki hak kekuasaan agar pemberian perlindungan kepada 

seseorang untuk menjaga kepentingannya terjaga. Adapun tidak semua kekuasaan 

disebut hak, hanya kekuasaan tertentu.
27

 Menurut Salmond kepentingan 

masyarakat merupakan hak yang harus dilindungi dan pengakuan dari pihak yang 

mempunyai kewajiban.
28

 

Tujuan dari hukum di dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, 

keamanan dan ketentraman di masyarakat itu sendiri. Hukum dibuat sebagai 

pengatur dan penyeimbang dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap orang 

bermasyarakat. Peraturan dan norma yang dikenal sebagai hukum memiliki sifat 

normatif dan umum artinya diberlakukan pada tiap orang dengan ketentuan 

menerangkan tindakan yang dilarang dan tidak dilarang untuk dilakukan serta 

sanksi yang akan diberikan jika melanggar aturan.
29

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis yuridis normatif artinya penelitian berada pada 

lingkup peraturan atau bahan hukum yang tertulis saja. Metode hukum ini 

meneliti dan menganalisis bahan hukum yang sudah ada.
30
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini memahami perundang-undangan dan asas-asas, dengan 

melakukan penelaahan terkait undang-undang dan aturan yang memiliki 

kaitan dengan perkara perjanjian lisan dan arisan online serta hasil 

telaahan akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.
31

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini berasal dari doktrin ilmu hukum yang berkembang untuk 

melahirkan konsep, pengertian dan asas hukum yang sesuai untuk 

sandaran pembangunan argumentasi hukum agar permasalahan yang 

diangkat dapat menemukan solusi.
32

 

 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif  artinya sumber hukum utama 

dalam penelitian ini.
33

 Bahan hukum primer penelitian ini, yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku 3 tentang 

Perikatan/ Van Verbintenissenrecht. 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini pelengkap dari bahan hukum primer berupa jurnal, 

doktrin, buku dan karya ilmiah.
34

 

c. Bahan Tersier 

Bahan hukum ini pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder
35

 dan 

berupa ensiklopedia, internet, artikel, kamus hukum dan lainnya. 

 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan  hukum yang digunakan adalah metode 

kepustakaan dan mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:
36

 

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan hukum yang relevan 

dengan penelitian yang diangkat; 

2. Melakukan penelusuran kepustakaan dari artikel, internet, media cetak 

yang berkaitan dengan objek penelitian; 

3. Melakukan pengelompokan bahan hukum yang relevan dengan objek 

penelitian; 

4. Melakukan penganalisisan bahan hukum tersebut agar menemukan 

penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang ada di objek 

penelitian. 

 

                                                 
34

 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op.cit, hlm. 33-37. 
35

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 

2002, hlm. 116. 
36

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris), 

Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 160. 



      

 

 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penganalisisan menggunakan metode content analysis yang bercirikan 

penganalisisan konseptual dan integratif dan memiliki kecenderungan pada 

penemuan dan pengidentifikasian serta pengolahan hukum yang mudah dipahami 

kerelevananannya dan kesignifikasiannya. Analisis ini juga dikenal sebagai arsip 

atau dokumen.
37

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni penarikan 

kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Hal ini 

dilakukan setelah bahan hukum sudah dikumpulkan dan diolah serta dianalisis.
38
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